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ABSTRAK 
 

 

Yelly Metasari, 201820251004,Hak Memperoleh Perlindungan Hukum 

Bagi Pejabat Pembuat Komitmen selaku Penyelenggara Kontrak Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah dalam Bingkai Negara Kesejahteraan. 

 

Tujuan Penulis meneliti, Pertama, untuk mengetahui apakah Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

sudah memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara 

kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kedua, untuk mengetahui 

bagaimanakah bentuktindakan pemerintah dalam rangka memberikan 

perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan 

barang dan jasa pemerintah, dan Ketiga, untuk mengetahui lembaga pemerintah 

manakah yang berwenang  untuk memberikan perlindungan hukum bagi PPK 

sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan lebih 

mengutamakan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan.Dalam penelitian ini data yang digunakan mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan atau jurnal dan 

sebagainya. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, 

artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan 

asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
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ABSTRACT 
 

  

 YellyMetasari, 201820251004,     The Right to Obtain Legal Protection 

for Committing Makers as Contract Implementers of Government Goods and 

Services Procurement in the Welfare State Frame. 

 

 The purpose of the author is,  Firstly, Has Presidential Regulation No. 16 of 

2018 concerning Procurement of Goods / Services provided that the Government 

already providing legal protection to PPK, Secondly, How is the form of 

government action in the context of providing legal protection to PPK, Thirdly, 

Which government agency is authorized to serve legal protection for PPK. 

 This dissertation used a normative juridical research method and 

prioritized secondary data obtained from library studies. In this study, the data 

used include official documents, books, reports of the research in the form of 

reports or academic journals. The materials studied are primary, secondary, and 

tertiary legal materials. Data compiled in narrative form and then analyzed 

qualitatively means that data is interpreted and discussed based on the theories 

(doctrines) and the principles and rules of law relating to the subject matter. 

 

Keywords: Legal Protection, Contract Implementers of Government Goods and 

Services Procurement,Commitment-Making Officials (PPK) 
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